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PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR &4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

Menimbang

Mengingat

HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- a.

i

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak tumbuh
kembang anak usia dini demi mewujudkan generasi
yang berkualitas dan kompetitif, perlu dilakukan
pelayanan pendidikan anak usia dini holistik dan
integratif di Kota Padang Panjang;

bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
PAUD Holistik dan Integratif di Satuan PAUD, program
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif
menjadi tanggung jawab semua pihak, sedangkan
pembinaan satuan PAUD menjadi tanggung jawab
Pemerintah, sehingga penyelenggaraan Pengembangan
Anak Usia Dini Holistik Integratif, perlu diatur
pelaksanaannya;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962 Indonesia);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK
INTEGRATIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

sl

0.

Daerah adalah Kota Padang Panjang.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan
usia 6 (enam) tahun yang dikelompokan atas janin dalam kandungan
sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1
(satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai
dengan 6 (enam) tahun.

Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut.

Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa,
kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan pendidikan anak
usia dini sejenis.

Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah
salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang
dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada
masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk
layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk
memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Holistik adalah berhubungan dengan sistem secara keseluruhan
sebagai satu kesatuan, dan bukan sekedar kumpulan bagian-bagian.

10. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya

disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang

‘(W )



12.

13.

14.

15.

16.

17.
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dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan
saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami,
istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu
dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah sampai dengan derajat ketiga.

Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu
tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Parenting adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga
dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga
dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri meliputi
aktivitas seperti memberi makan (nourishing), memberi petunjuk
(guiding), dan melindungi (protecting) anak ketika anak tumbuh dan
berkembang.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang.

Pihak terkait adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki
kepentingan, keterlibatan, dan/atau kepedulian terhadap penyelenggaraan
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Gugus Tugas adalah kumpulan, dan/atau kelompok orang yang terlibat
dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan atau

(2)

pedoman dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI.

Penyelenggaraan PAUD HI bertujuan untuk mengoptimalkan potensi
tumbuh kembang anak untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang
beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi
menuju terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria dan beraklak mulia.

BABII
PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut:

o op

R o

Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;

pelayanan yang berkesinambungan;

pelayanan yang non diskriminasi;

pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima
oleh kelompok masyarakat;

partisipasi masyarakat;

berbasis budaya yang konstruktif; dan

tata kelola yang baik.

f"%
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BAB III
SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan PAUD HI, adalah:

a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia
dini;

b.kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;

c. penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan;

d. pemerintah dan pemerintah daerah;

e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan
organisasi keagamaan,;

f. media masa; dan

g. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan
nasional dan internasional.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan PAUD HI
di Daerah.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan PAUD HI;

b. memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada penyelenggara,
dan/atau tenaga pelayanan, tenaga pendidik PAUD/kader
Posyandu/kader BKB;

c. melakukan supervisi atas kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini;

d. melakukan advokasi; dan

e. melakukan evaluasi dan pelaporan.

(3) Pemerintah dapat memfasilitasi layanan PAUD HI percontohan minimal 1
(satu) per kecamatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Layanan PAUD HI percontohan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)
adalah sebagai langkah percepatan PAUD HI di Daerah yang dapat
menjadi acuan bagi lembaga PAUD lainnya.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah memberikan
layanan berupa:

a. layanan pendidikan;

b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
c. layanan pengasuhan,;

d. layanan perlindungan; dan

e. layanan kesejahteraan.

fk-w
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(2) Pemberian layanan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. layanan PAUD;
b. layanan Posyandu; dan
c. layanan BKB.

(3) Pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh instansi terkait.

(4) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c
merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau
kegiatan PAUD HI di Daerah.

(5) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah
strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan
untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan PAUD HI
di Daerah.

(6) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf e merupakan kegiatan penilaian dan pelaporan pelaksanaan
penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.

Pasal 7

(1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
a, dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang
mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa,
sosial-emosional, dan seni, yang mengacu pada standar Nasional PAUD,
kurikulum 2013 PAUD, dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan bagian dari kurikulum tingkat satuan
PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:

a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat
dalam Kartu Menuju Sehat (KMS) secara berkala setiap bulan;

b. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau
pemberian makanan tambahan secara berkala (disesuaikan dengan
kemampuan lembaga);

c. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan
lingkungan;

d. pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam
menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;

e. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya
termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di Satuan PAUD;

f. penyediaan alat P3K untuk penanganan pertama pada anak yang

mengalami luka;
b/
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g. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana (misalnya suhu
tubuh, luka dsb); dan

h. memberi fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan Deteksi Dini
Tumbuh kembang (DDTK)/ Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang
(SDDTK), perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian
imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, dan mulut anak.

(3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
¢, dilakukan dengan bekerjasama dengan orang tua melalui program
Parenting diisi dengan kegiatan:

a. kelompok pertemuan orangtua, seperti penyuluhan, diskusi, simulasi,
seminar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, pengenalan
makanan lokal yang sehat, pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS), penanggulangan kecacingan, penggunaan garam
beryodium, pencegahan penyakit menular, dan lain-lain;

b.konsultasi antara guru dan orangtua  berkaitan dengan
pertumbuhan dan perkembangan anak;

c. keterlibatan orangtua di dalam kelas misalnya membantu menata
lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi
sesuai dengan tema pembelajaran,;

d. keterlibatan orangtua dalam menyediakan program makan bersama
secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu
makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;

e. keterlibatan orangtua di luar kelas misalnya menjadi panitia
kegiatan lapangan, dan menyediakan Pemberian Makanan Tambahan
(PMT); dan

f. kegiatan bersama keluarga.

(4) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf d, dimaksudkan untuk melindungi semua anak yang ada di satuan
PAUD harus terlindung dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik,
antara lain:

a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak
dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;

b. memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik
ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di
sekitar Satuan PAUD,;

c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan
yang tidak boleh disentuh;

d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat
perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau
menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan,;

e.semua area di satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan
gury;

f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan
kebutuhan dan kondisinya;

g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi,
serta peduli kepada semua anak dengan tidak mencap atau melabelkan

sesuatu pada anak;
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h. menumbuhkan situasi di area Satuan PAUD penuh keramahan, santun,
dan saling menyayangi,

i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman (ada orang
dewasa yang mendampingi); dan

j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang
terjadi di Lembaga PAUD.

(5) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf e, dalam rangka memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan
dasarnya yakni kepastian identitas, kebutuhan fisik dan kebutuhan
rohani, dengan kegiatan:

a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran
dengan cara melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
untuk diproses pembuatan aktenya;

b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya
untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku
lokal;

c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan
dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan
kesehatan;

d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus
sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan
pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya
diri, keberanian, dan kemandirian anak; dan

e. membiasakan untuk memberi penghargaan kepada anak atas usaha
yang telah dilakukannya.

Pasal 8

(1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
a, secara teknis dilaksanakan oleh Satuan PAUD dengan bimbingan dan
pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian

Agama.

(2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf b, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan dan sosial.

(3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
c, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

(4) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf d, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sosial,
pemberdayaan masyarakat, dan Kepolisian.

Te
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(5) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf e, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bidang
kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, dan sosial.

(6) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman
kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

(7) Dalam melaksanakan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pemerintah Daerah melalui
Perangkat Daerah terkait dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi,
organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga
swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

BAB III
GUGUS TUGAS

Pasal 9

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI di Daerah
dibentuk Gugus Tugas.

(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan
anggaran PAUD HI dengan Perangkat Daerah terkait;
c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka
penyelenggaraan PAUD HI;
d. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PAUD HI;

dan
e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka Penyelenggaraan PAUD HL

(3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 10

(1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) terdiri dari Pimpinan dan Anggota.

(2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Pelindung;
b. Penasehat;
c. ketua umum;
d. wakil ketua 1; dan
e. wakil ketua 2;
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(3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. perangkat daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan
daerah

b. perangkat daerah urusan pendidikan;

c. perangkat daerah urusan kesehatan;

d.perangkat daerah urusan sosial, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

e. perangkat daerah urusan kependudukan dan pencatatan sipil;

f. perangkat daerah urusan kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah;

g. kepala kantor kementerian agama;

h. perangkat daerah urusan kepegawaian;

i. Kepolisian;

j. Satuan Polisi Pamong Praja;

k. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,

1. organisasi Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini;

m. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia.

Pasal 11

(1) Dalam mendukung kelancaran tugas dari Gugus Tugas dibentuk
Sekretariat Gugus Tugas.

(2) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada
Gugus Tugas.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara
fungsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini.

BAB IV
SUMBER DANA

Pasal 12

(1) Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah,;
b. bantuan pemerintah pusat;
c. bantuan pemerintah provinsi; dan
d. sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan
bagi:
a. insentif pendidik, honor kader Posyandu, dan BKB;
b. operasional pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI;
c. pengadaan sarana dan prasarana; dan
d. penguatan kapasitas kepeala sekolah, pendidik, dan kader.

‘{(//W
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(3) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana
dimaksud ayat (1) dialokasikan secara proposional dengan tetap

memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD
HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.

(2) Peran  serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui:
a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau

pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI;
b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan

PAUD HI;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau

d. Penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan
PAUD HI.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan
badan hukum yang berprestasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD

HI.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaran PAUD HI dilakukan
oleh Perangkat Daerah terkait, minimal per semester (2 kali setahun).

(2) Evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaran PAUD HI dilakukan oleh

satuan PAUD yang bersangkutan dan oleh Perangkat Daerah terkait,
minimal per semester (2 kali setahun).

;
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